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BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TEHNTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGEKAT DAERAH
TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (3]
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teritang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencarna Stategis
Perangkat Daerah Tahun 7023-2026:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1T di Kalimantan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9. Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2756) sebagal
Undang-Undang ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15820;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Reuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor ] Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indoresia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik ndonesia Nomor 43355);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Notnor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400):
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Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2004 tentang SISt
Perencanaan Pembangunan Nasional [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $421};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tlentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem haran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
heberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor ]
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republil [ndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757};

Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 ientang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubihk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 657 3);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia
Nomor 6757},

Peraturan Pemerintah  Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2006 Nomor
97. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasit Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Nomor 4689}

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tabun 2008 Nomor 21, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peratutran Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambalhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraar Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322];

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1o
Tahun 2020};

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tatacara Perencanaatl, Pengendalian dan Fvaluasi
Pembangunan [Daerah., Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Talacara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menterli Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan WMinimal (Berta
Negara Republik mdonesia Tahun 2018 Nomor 150}

Peraturan Menteri dalam Negerli Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomaor 11141,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, kodefikas dan Nomenklatur
Perencanaan Pernbangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturar. Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2009 Nomor 17);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2021
~ 2026 (Lembaran Daerab Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2022 Nomor 2}






